
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan program Bedah Rumah Tinggal Rakyat Tidak 

Layak Huni (BERARTI) di Kabupaten TTU ini antara lain:  

1. Efektifitas Pencapaian Tujuan  

Tujuan program cukup efektif tercapai atau dengan kata lain banyak membantu 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat 

miskin, dilihat dari belum meningkatnya setiap kondisi rumah dan penyediaan 

sarana-prasarananya. Meskipun, program ini berperan mengurangi jumlah rumah 

tidak layak huni sebesar 34 % dari total 3.368 unit rumah yang ditargetkan pada 

tahap I pelaksanaan Program BERARTI ini. Hal ini terjadi karena adanya 

pemotongan anggaran untuk mengatasi kejadian luar biasa dan tak terduga yang 

melanda yaitu pandemic Covid-19.  

2. Ketepatan Kelompok Sasaran  

Tingkat ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program BERARTI cukup 

tinggi, sebesar 92,86% tepat sasaran masyarakat miskin yang tinggal pada rumah 

tidak layak huni. Ketepatan sasaran yang cukup tinggi ini dikarenakan pada tahap 

pendataan calon penerima bantuan dilakukan langsung oleh Desa berdasarkan 

data dari RT/RW, yang kemudian diverifikasi kembali sebelum bantuan benar-

benar diberikan.  

 



3. Efisiensi Pelaksanaan Program  

Efisiensi pelaksanaan program BERARTI diwujudkan dalam terselenggaranya 

kepanitiaan program tingkat Kabupaten, kelurahan/Desa, dan kelompok kerja 

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mekanisme pelaksanaan 

program BERARTI juga dapat berjalan dengan cukup efisien. Namun masih ada 

kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut yaitu kepanitiaan 

tingkat kabupaten belum seluruhnya berperan dalam setiap program yang 

dilaksanakan pada setiap Desa. Peran kepanitiaan tingkat Kabupaten berkaitan 

erat dengan bantuan yang diterima pada tiap Desa. Semakin banyak kerjasama 

yang dilakukan dinas/lembaga pada kepanitiaan tingkat kabupaten, semakin 

banyak bantuan yang diterima, sehingga semakin banyak pula perbaikan yang 

didapatkan masyarakat.  

4. Kecukupan Pelaksanaan Program BERARTI 

Kecukupan pelaksanaan program BERARTI yang dinilai dari keberhasilan 

program berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial tercapai sebesar 57,14%. 

Keberhasilan ini masih belum begitu tinggi dikarenakan program BERARTI ini 

belum dapat memenuhi setiap aspek pembangunan perumahan. Aspek fisik hanya 

dapat dicapai sebesar 57,14%, aspek ekonomi tercapai 28,57%, dan aspek sosial 

tercapai 85,72%. Pencapaian yang tidak terlalu tinggi pada ketiga aspek ini 

dikarenakan terbatasnya bantuan yang diberikan, tanpa bantuan lain yang bisa 

mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk peningkatan 

aspek sosial mendapatkan pencapaian tertinggi dibandingkan dengan aspek 



lainnya karena pelaksanaan program ini berhasil meningkatkan kerjasama serta 

keswadayaan masyarakat melalui gotong-royong yang dilakukan pokja bersama 

dengan masyarakat penerima bantuan.  

5. Responsivitas Masyarakat  

Tingkat responsivitas masyarakat atas program perbaikan rumah tidak layak huni 

ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai masyarakat. Kesesuaian harapan 

dalam pelaksanaan program belum cukup tinggi, dengan pencapaian sebesar 

42,86%, manfaat yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program sebesar 

64,28%, dan kecilnya permasalahan/ kendala yang muncul di masyarakat sebesar 

5,36%.  

B. Saran 

1. Saran Umum  

Berdasarkan hasil evaluasi program bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten 

TTU, pelaksanaan program BERARTI masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan pelaksanaan program perbaikan rumah tidak 

layak huni ini diperlukan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Perlu adanya kerjasama antar dinas pemerintahan secara terpadu, dalam bentuk 

kerjasama program-program fisik seperti perbaikan rumah maupun sarana 

prasarana dengan program-program peningkatan ekonomi, namun pelaksanaannya 

tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga keswadayaan 

masyarakat itu sendiri. Kerjasama dinas-dinas tersebut diharapkan bisa 

maningkatkan setiap komponen pembangunan perumahan yang berkelanjutan 



(pemberdayaan fisik, ekonomi, dan sosial) sehingga pelaksanaan program benar-

benar mewujudkan perumahan yang berkelanjutan.  

b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dari pemerintah perlu 

ditingkatkan, karena dengan selalu melibatkan masyarakat secara langsung dalam 

pelaksanaan program dapat memberikan hal positif seperti ketepatan sasaran 

program, kesesuaian pelaksanaan program terhadap kebutuhan, serta keterlibatan 

tersebut menjadi pembelajaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah 

kelompoknya sendiri sehingga dapat membangun kelompok/komunitasnya 

menjadi lebih baik. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang baik antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa paksaan dari 

pihak manapun.  

c. Agar program BERARTI dapat berkelanjutan perlu diupayakan penyuluhan/ 

sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah sehat yang layak 

huni sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga rumahnya 

serta selalu terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan, baik 

secara bersama-sama maupun sendirisendiri.  

d. Untuk kerjasama dengan lembaga diluar pemerintahan, perlu dipertimbangkan lagi 

bentuk bantuan serta mekanisme serta besarnya bantuan yang diberikan. Karena 

untuk pinjaman uang dengan besar yang cukup besar masyarakat kesulitan 

mengermbalikan. Ada juga masyarakat yang tidak mau karena bantuan tersebut 

besarnya mengikat hanya boleh digunakan untuk perbaikan rumah.  



e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, agar dapat memberikan 

umpan balik dalam proses pelaksanaan program, serta menjadi koreksi selanjutnya 

untuk pengembangan program atau pelaksanaan program yang sejenis.  

2. Saran Khusus  

Untuk meningkatkan capaian masing-masing kriteria, diperlukan beberapa hal 

sebagai berikut:  

a. Tujuan program yang terdapat dalam Peraturan Bupati TTU No. 13 Tahun 2019 

yaitu “meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin di 

Kabupaten TTU” perlu lebih diperjelas atau dispesifikkan. Karena tujuan tersebut 

menimbulkan makna bias dan memunculkan harapan yang besar atas pelaksanaan 

program ini. Dan untuk mengukur tercapainya tujuan program mejadi sulit.  

b. Ketepatan kelompok sasaran yang cukup tinggi perlu ditingkatkan lagi dengan 

selalu adanya verifikasi dari pihak kabupaten, kelurahan/desa maupun kelompok 

kerja, agar pelaksanaan program ini selalu tepat sasaran.  

c. Tingkat efisiensi pelaksanaan program yang masih belum maksimal dikarenakan 

belum efisiennya kepanitiaan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan program pada 

tiap lokasi penerima bantuan. Maka perlu adanya peningkatan kerjasama antar 

dinas maupun antara dinas dengan lembaga di luar pemerintah, sehingga 

terselenggara kepanitiaan yang terpadu.  

d. Tingkat kecukupan pelaksanaan program yang masih rendah disebabkan karena 

belum setiap aspek pembangunan perumahan dalam rangka mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan belum tersentuh pada setiap pelaksanaan program. 



Pemberdayaan fisik dan sosial yang dilakukan tanpa pemberdayaan ekonomi bisa 

menyebabkan masyarakat merasakan kesulitan dalam perawatan rumah pasca 

pelaksanaan program tersebut. Apabila penghuni dari rumah-rumah yang telah 

menjadi rumah layak huni tersebut tidak bisa melakukan perawatan terhadap 

rumahnya, rumah tersebut bisa kembali menjadi rumah tidak layak huni. Karena 

itu pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan sebagai program dampingan, agar 

ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga dapat merawat kondisi rumahnya 

secara berkelanjutan.  

e. Respon masyarakat yang baik terkait erat dengan kesesuaian harapan mereka atas 

hasil dari pelaksanaan program. Maka, keterlibatan masyarakat dari tahap awal 

pelaksanaan program hingga selesai perlu ditingkatkan. Aspirasi masyarakat perlu 

dihimpun sejak awal agar pelaksanaan program sama-sama memberikan 

keuntungan, baik bagi masyarakat penerima bantuan, pemerintah, dan pihak-pihak 

lainnya.  

3. Saran Untuk Studi Lanjut tentang Pelaksanaan Program BERARTI 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masih dijumpai permasalahan yang 

terkait dengan pelaksanaan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni serta melihat arti 

penting pelaksanaan program bedah rumah tinggal rakyat tidak layak huni bagi 

permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten TTU bagi masyarakat miskin, 

maka studi lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan program ini adalah:  

a. Studi efektifitas dan efisiensi peran kelembagaan dalam program Bedah Rumah.  



b. Studi alternatif bentuk kerjasama program Bedah Rumah dengan lembaga di luar 

pemerintahan.  

c. Studi alternatif pembiayaan pembangunan perumahan 
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